
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang

SALINAII

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor lO92l;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat
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4. Undang-UndangNomor6Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undangan Nornor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Men_radi Undang
-Undar.rg (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4l ,

Tambahan l€mbaran Negar a Republik
lndonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Utara (lrml)aran Negara
Republik Indonesia Tahun202.l Nomor 55,
Tambah:rn l,embaran Negala Republik
ln<lonesia Nomor 6864;)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2i'Tahun 2O14
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara,/ I)aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Leml:aran Negara Republik lndr)nesia Nomor
5533) Sebagaimana telah ditrbah dengan
Pelaturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Etrarang Milik
Negara/Daerah (lcmbaran Negara Republik
lndonesia 'tahun 2014 Nomor 142, Tambahan
l€mbaran Republik lndonesia Nomor 6523];

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri \omor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Neg.rra Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
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Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IGBI-PATEN
TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SEI.ATAN

Menctapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PIi NGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inr vang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daetah dan DI'RD menurut
asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan pnnsip Otonomi
seluas-luasnya dalam sistim Nega.ra Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati setragai unsur
per:.yelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahanr
Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik t)aerah.
7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

benanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dan l)t'RI) dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yar)g menjadi
ke.wenangan Daerah.
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9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD -vang
mempunyai furlgsi pengetolaan Barang Milik Daerah selaku
pejabat pengelola kcuangan daerah'

lO. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
Penggunaan Barang Milik f)aerah.

I 1. Unit Kerja aclalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

12. Anggaran Pendapatan da,] Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah lencana keuangan tahunan daerah
vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yalrg dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan rlan Belanja
L)aerah atau berasal dari perolehan lainnya.yang sah.

'l 4. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau
pejabat yang dirunjuk oleh Pengguna Bar amg untuk
men6gunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik I)aerah pada
Pengguna Barang.

16. Pengurus Ba-rang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan F\ngsional
Umum yang diserahi tugas mengurus barang.

17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang rliserahi tugas
menerima, menfmpan, mengeluarkan, dan merratausahakan
Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

18. Pengurus Bara-ng Pengguna adalah Jabatarr Fungsional
Umum ,yang diserahi tugas menerima, menyimpan'
mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik l)aerah pada
l'engguna Barang.

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah petrgurus barang

-vang membantu dalarn penviapan administrasi merupun teknis
penatausahaan Barang lvlilik Daerah pada Pengekria Barang.

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalrh pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang.

21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang drserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatau sahakan dan
mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pa.da Kuasa
Peng€funa Barang.

22. Penilai adalah pihak ,vang melakukan penrlaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimiliktn-va.
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23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu
opini nilai atas suatu objek penilaian berupa harang milik
daerah pada saat tertentu.

24. Pentlai adalah Pemeritrtah [)aerah.
25. Pengielolaan Barang Milik Daerah adalah keselurtihan kegiatan

vang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan. penggunaitn. pemanfiaatan, pengamanan dan
pemeliharaan. penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian.

26. Perencanaan Kebtttuhan adalah kegiatan me.rum r-tskan rincian
kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan
pengadaan barang yang telah lalu deng,an keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
yang akan datang.

27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yan g selanjutnya
disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan
tsarang Milik Daerah untuk periode I (satu) tahun.

28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan ole h Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatausahakan tlarang Milik
l)aerah yang sesuai dengan tugas dan fungst SKPD yang
bersangkutan.

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah
lang tidak digunakan untuk penyelenggurraan tugas dan fungsi
SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak
men gubah status kepemilikan.

30. Sewa adalah pemanfaatan tsarang Milik Daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
tunai.

31. Pinjam Palcai adalah penl'erahan Penggunaan barang antara
l)emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tefientu t€rnpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang, Peng5;una
Barang.

32- Ker;a Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP
adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah olt'h pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
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33. Bangun Cuna Serah vang selanjutnya disingkat BCS adalah
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mcndrrikan bangunan danTittau sarana
t)erikut fasilitasnya, kenrudian didayagunakan oleh pihak lain
terscbut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tarrah beserta
bangunan dan/atau sarara berikut fasilitasrrya setelah
berakhirnya jangka *'aktu.

34. Bangun Serah Guna 1-ang selanjutnya disingkat BSC adalah
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa. tanah oleh pihak
lirin dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana
berikut fasilitasnya, tlan setelah selesai pemi)angunannya
drserahkan untuk didal'agunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

35. Ke{a Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutn-va
disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan
usaha untuk kegiatan penl-ediaan infrastruktur sesuai dengan
ketentuan peraturan pcrundangundangan.

36. Penanggung Jawab Prr.r.-vek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah tsupati atau badan usaha milik daerah
sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.l'emindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.

38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam
bentuk uang.

39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan uarang milik
daerah 1'ang dilakukan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara
pernerintah daerah dengan pihak lain, dengatr menerima
penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit
dengan nilai seimbang.

40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusat kepada pemerintal: daerah, antar pemerrntah daerah,
atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian.
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4 1 . Penyertaa.rt Modal Pemerintah Daerah adalal i pengalihan
kepcmilikan Barang Milik Daerah yang semul€i merupakan
kekavaan vang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebaga.i modal; saham/aset
neto/kekayaan bersih mrlik daerah pada badan usaha milik
daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki tlaerah.

42. Pem u sneJ:ran adalah tindakan memusnahkan fisrk dan/atau
kegunaan Barang Milik Daerah.

43. Penghapusan adalah tintlakan menghapus tlarang Milik
Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskiut Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Darang yang
berada dalam penguasaannva.

44. Penatauserhaan adalah rangkaian kegiatan y:rng meliputi
penrbukuan, inventarisasi. dan pelaporan Barang Milik Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-untlangan.

45. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukarr pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Rarang Milik
Daerah.

46. Dokumen kepemitikan aclalah dokumen sah yane merupakan
bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.

47. Daftar Barang Milik f)aerah adalah daftar yang memuat data
seluruh Rarang Milik Daerah.

48. Daftar barang pengguna adalah daftar yang rnemuat data
Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing
Pengguna tsarang.

49. Daftar Barang Kuasa Peng4una adalah daftar ,\ dng memuat
data tsarang Milik Daerah yang dimiliki oleh mersing-masing
Kuasa Pengguna Barang.

5O. Rumah Negara adalah bangunan yang dimilikr Pemerintah
I)aerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atart hunian dan
sarana pembinaa.n keluarga serta menunjang pelaksanaan
tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemenntah daerah

-yang bersangkutan.
51 . Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah l)aerah.
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BAts II
RUA\(} LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. pejabat pengelola Baran g Milik Daerah;
b. perencanaan kebutuhar: dan penganggaran;
c. pengadaan;
d. penggunaan;
e. p€manfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan;
j. penghapusan;
k. penatausahaan;
l. pembina:rn, pengawasan dan pengendalian;
m. pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang

menggunakan pola pengelolaan keuangan Battan layanan
Umum Daerah;

n. barang Milik Daerah berr,rpa rumah negara; dan
o. ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

tsarang Milik Daerah meliputi:
a. barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBD; atau
b. barang Milik Daerah yang beraeal dari perolehan tainnya yang

sah.

Pasal 4

(1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilarang digadaikan / dgaminkan untuk mendapatkan pinjaman
atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pemtrayaran atas
tagihan kepada Pemerintah Daerah.

{2} Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud d.rlam Pasal 3
tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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l'asal 5

(11 Balang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'l huruf a,
dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) Barang Milik Daerah .vang berasal dari perolehan lainnya yang
sah sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi
dokumen perolehan.

(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pad;i ayat (1) dan
ayat {2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainrrya yang sah
sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang

sejenis;
b. bamng yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian r/kontrak.
c. barang vang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan

perrndang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e. barang -vang diperoleh kembali dari hasil di!'estasi atas

penyertaan modal Pemerintah Daerah.

l'asal 7

Barang vang diperoleh dari hibah/sumbangan .ttau sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi
hibah / sumbangan atau se;erris dari negara/lembaga internasional
sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undarrgan.

Persal 8

Barang yang diperoleh sebagai pelaksatraan dari
perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
antara lain berasal dari:
a. konuak karya;
b. kontrak bagi hasil;
c. kontrak kerjasama;
d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
e. kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam

pen.vediaan infrastruktur.
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tsAB lll
PEJABAT PENCELOLA BAR.$IG MILIK DAERAH

Bagran Kesatu
Pemega.ng Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

{1) Bupati pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang L'lilik Daereh.
(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang I!'lilik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benuenang dan
berfanggung jawab:
a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Miltk Daerah;
b. menetapkan penSSunaan, pemanfaatan atau

pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan

Barang Milik Daerai:
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

Barang Milik Daerah:
e. mengajukan usul pemindahtangan:rn Barang Mtlik Daerah

vang memerlukan persetuj uan DPRD;
f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan

penghapusan tlarang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya;

g. men-vetujui usul pemanfaatan Barang Milik t)aerah selain
tanah dan/atau bangunanl dan

h. menyetujui usul pemanfaatan Baran8 Milik traerah dalam
bentuk kerjasama pen_vediaan infrastruktur.

tsagran Kedua
Perrgelola Barang

Pasal lO

(1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2) Sekretans Daerah sebagaimana dimaksud pacla ayat (l )

ber*,enang dan bertangglng jawab:
a. meneliti dan men.yetujui rencana kebutuhan l]arang Milik

Daerah;
l). meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah :

c. mengaj ukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah -vang memerlukan persetrrjuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan Barang Milik t)aerah;
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e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik
Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau [)PRD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rnventarisasi
Barang Milik Daerah: dan

g. melakukein pen€lawasan dan pengendalian atas pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Bagran Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal II

ll ) Kepala SKPI) vang mempun-yai fungsi Pengeiolaan llarang Milik
I)aerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dirnaksud pada
ayat (l)ditetapkan dengal Keputusan Ehlpati.

{3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dirnaksud pada
ayat (l) bcrwenang dan b€rtanggung jawab:
a. membantu meneliti dan memberikan l)crtrmbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam pen5rusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/peraw'atan Barang Milik Dacrah kepada
Pengelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah yang memerlukan persetuiuan Bupati;

d. memberikan pertirnbangan kepada Pengelola llarang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pelaksanaan pemirrdahtanganan Barang Milik Daerah yang
telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. membantu Pengel<-rla Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi tsarang Milik Daerah ;

g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah i>erupa tanah
dan/atau bangunan l,ang telah diserahkan dari Pengguna
llarang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupad meLrlui Pengelola
tsarang serta Barang Milik Daerah yang trerada pada
Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara Barang Mi.lik l)aerah;
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i. membantu Pengelola Barang dalam pengrlwasan dan
pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Direrah; dan

j. men-vusun laporart tsarang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Baran F

t'asal 12

(1) Kepala SKPD adalah Pengt+rna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pat.la ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bero,enang dan bertan6gung jawab:
n. mengajukan rencar)a kebutuhan dan pengangqaran Barang

Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan

barang vang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi llarang Milik
Daerah vang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelen5igaraan tugas
dan fungsi SKPD -vang diPimPinnYa;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaennya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah trerupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak mernerlukan persetujuan DPRD dan Barang
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunanr

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tarah dan/atau
bangunan ].ang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang (-lipimpinnya
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kcpada Bupati
melalui Pengelola Barang:

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapr.rsan Barang
Milik l)aerah:

i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengt'ndalian atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam
penguasaannya: dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaann-ya kepada Pengelol..r Barang.
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Pasal 13

(1) t'eng$rna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan
dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Baratlg.

(2) Pelimpahan sebagian $,'e\r,enang dan tanggung j;rwab kepada
Kua.sa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barany,
(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimatra dimaksud

pada al'at (11 berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang
dikelola. beban kerja, Iokasi kompetensi dan/arau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

tsagran Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna BaranA

l']asai 14

{'l } Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Per ratausahaan
Pen€(quna Barang.

(2) Peiabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) vaitu pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

{4) Peiabat Penatausahaan Pengguna Ba-rang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggu trg jawab:
a. menS,iapkan rencana kebutuhan dan pengangqaran Barang

Milik Daerah pada Pengguna Barang;
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan

barang .vang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
Iainn-va _yang sah:

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah

-v-ang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau
Pengurus Barang PemLrantu;

d menyusun pengajuan usulan pemanlaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan 1ang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan / atau
bangunan

e. mengusulkan rencana penyerahan Barang \tilik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidrk digunakan
untuk kepentlngan penyelenggaraan tuga.s dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimantaatkan oleh
pihak lain:
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f. men-viapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang
Milik Daerah:

g, meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atiru Pengurus
Barang Pembanru;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang
dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaltl ran Barang
untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang
penf impanan;

i. meneliti dan memvenirkasi Kartu lnventaris Ruangan
setiap semester dan setiap tahun;

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan
persetujuan atas perubahan kondisi fisik B;rrang Milik
Daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap l,ulan yang
drsampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau
Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Etaran5l Pengelola

Prrsal l5

11) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pejabat Penatausahaan Barang.

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana d:imaksud pada ayat
{i ) adalah pejabat .yang membidangi fungsi pengel,rlaan !}arang
Milik Daerah pada Pelabat Penatausahaan Barang

{3) Pengurus B:rrang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) berweneng dan bertanggunglawab:
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan
Barang;

l). rnembantu meneliti dan menyiapkan bahan lnrtimbangan
persetujuan da.larn pen1rusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Da|rah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

c menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtangzrnan Barang Milik Daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati:



d. meneliti dokumen usulan penggunaan, grmanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang,
sebagai bahan penimbangan oleh Pejabat Penatausahaan
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang
Ir'l ilik Daerah;

e. menyiapkan bahan pencatatan Barang Mrlik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
dari Pengguna Etarang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kePada Bupati
melalui Pengelola Barang;

f. rnenlnmpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
g. menl"impan salinan dokumen Lapor:,rl Barang

Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan

Barang Milik Daerah; dan
i. merekapitulasi dan menghimpun Lapol.utn Barang

Pengguna semesteran dan tahunan serta l.aporan Barang
Pengelola sebagai bahan penlrusunan [aporan Barang Milik
Daerah.

(4) Pengurus Berrang Pengelola secara administratil dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Petratausahaan
Barang.

15) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oletr Pembantu
Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat
Penatausahaan Barang.

{6} Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualart jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /
pekerjaan / penj ualan tersebut yang anggarannya dibebankan
pada APBD.

ltagran Ketujuh
Pengurus Rarang Pengguna

Pasal 16

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.
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(2) Pengrrrus Barang Pengluna sebagaimana dimaksud pada ayat
(l ), berwenang dan bertanggungiawab:
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan

penganggaran Barang Milik Daerah;
h. menyiapkan usulan permohonan penetapem status

penggunaan Bararrg Milik Daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatat ul dan inventarisasi Earang Milik
Daerah;

d. membantu mengamankan Barang Milik l)aerah yang
berada pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemarrfaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa taneh
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfzratkan pihak
lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan Barang Milik Daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan talrunan;
i. menviapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota

permintaan barang;
I. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat

Penatausahaan tsarang Pengguna;
k. menyerahkan barang berdasarkan Surirt Perintah

Penyaluran Barang yang dituangkan dalam irrita acara
penyerahan barang:

I. membuat Karru lnventaris Ruangan semesteran dan
tahunan:

rn. memberi label Barang Milik Daerah;
n. mengajukan permohonan perserujuan kepada Pejabat

Penatausahaan f'engguna Barang atas perubahan kondisi
hsik Barang Milik [)aerah berdasarkan pengecekan fisik
barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;
p. menyimpan dokumen. antara lain: fotokopi/salinan

dokumen kepernrlikan Barang Milik l)aerah dan
menyimpan asli/ forokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
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q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka pen-vusunan laporan
barang Pengguna Barang dan laporan Barang lllilik Daerah;
dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap trulan yang
drsampaikan kepada Pengelola Barang melaiui Pengguna
Barang setelah ditel.iti oleh Pejabat Pcratausahaan
Pengguna Barang.

(3) Pengurus Barang Penggutta sebagaimana dimakstrd pada ayat
12) secara administratif benanggung jawab kepa<ia Pengguna
Etarang dan secara fungsional bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui
Pejabat Penatausahaan Barang.

14) Dalam hal melaksanzrkan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Peng€1rtna dapat dibanru olr'h Pembantu
Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna
tsarang.

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /
pekerjaan / penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan
pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pen gu ru s Barang Pembantu

Pasa] 17

(l) tsupati menetapkan Pengurus Barang Pembanr u atas usul
Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang

(21 Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan berdasarkan pertimbangan
jumlah barang yang dikelola, beban ke{a, lokasr. kompetensi
dan/'alau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksrrd pada ayat
( 1) berwenang dan trenanggung jawab:
a. menyiapkan dokumen rencana keburuhan dan

pen ganggaran Barang Milik Daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapar status

penggunaan barang milik daerah yang diperolch clari beban
APBD dan perolehan larnnya yang sah;

c. melaksanakan pcncatatan tlan inventarisasi llarang Milik
Daerah:

d. membantu mengamankan Barang Milik l)aerah yang
berada pada Kuasa PengpSrna Barang;
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e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pem,lnfaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau banguna:r Yang tidak memerlukan persetujuan
fIPRD clan Barang Milik Daerah selain tan.rh dan/ atau
bangunar;

f. menyiapkan dokunren penyerahan Barang Milik Daerah
bempa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingarr penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak (limanfaatkan
pihak Iain;

g. menyiapkan dokumett pengajuan usulan pemLrsnahan dan
penghapusan Barang Milik Daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan talrtrnan;
i. menfiapkan Surat Permintaan Barang berd;isarkan nota

permintaan barang;
j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa

Pengguna Barang:
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah

Pen.yaluran Barang yang dituangkan dalam uerita acara
penyerahan barang;

l. membuat Kartu lnventaris Ruangan semesleran dan
tahunan;

m. memberi label Barang Milik Daerah;
n. mengajukan permohonan Persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna
Barang atas perubahan kondisi 6sik Barang Milik Daerah
pengecekan fisik bar:urg;

o melakukan slock opnonle barang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain fotr,kopi /salinan

dokumen kepemilikan Barang Milik I)aerah dan
nrenyimpan asli/fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi da'lam rangka penyusunan laporan
barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik
I)aerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap Sulan yang
disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Penguru s.

{4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekefaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan /penjualan tersebut
.vang angf{arannya dibebankan pada APBD.



19

BAB tV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENCANGCARAN

BARANC MILIK DAERAH

Biigiirn Kesatu
Umum

t'asa] 18

(ll Perencanaan kebutuhart liarang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yan* ada.

(21 Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (llmerupakan tsarang Milik Daerah yang ada pada
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

(3) Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada a,yat ii) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan
kebutuhan riil Brang Milik Daerah pada SKPD setringga dapat
drjadikan dasar dalam pen! usunan RKBMD.

Pasal 19

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ,lilaksanakan
setiap tahun setelah rcncana kerja SKPD ditetapkitrr.

{2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1}

nrerupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
perryediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiativeJ
dan angka das:rr prrselineJ serta penyusunan rencana kerja
dan anggaran.

Pasal 2O

(l) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mcngacu pada
Rencana Kerja SKPD.

(21 Percncanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 avat (l), kecuali untuk penghapusan,
berpedoman pada:
a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.

(3) Stanclar barang sebagaimana dimaksud pada ay;rt (2) huruf a
adalah spesifftasi barang yang ditetapkan sebaga.i acuan
penghitungan pengadaan BsranS Milik drrerah dalam
perencanaan kebutuhan.



(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimakstrtl pada ayat

12) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan
sehagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan
Barang Milik Daerah dalam perrencanaan kebutuhan Barang
Milik Daerah pada SKPD.

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf c
adalah besaran harga .\ ang ditetapkan sebtigai acuan
pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan
kebutuhan.

{6} Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga
sebagainrana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

ditetapkan oleh Bupati.

20

t'asal 2 I

t'asd 22

(l) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2O ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang-
undangan.

(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dart
huruf b dilakukan setelah berkoordinasi denga.n (linas teknis
terkait.

Pen€iguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
mengusulkan RKBMD pe ngadaan Barang Milik
mempedomani standar barang dan standar kebutuharr.

Barang
Daerah

Pasal 23

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD vang diajukan
oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingliungan SKPD

-vang dipimpinnya.
12) Pengguna Barang menvampaikan usulan RKBMD sebagaimana

riimaksud pada ayat ( I ) kepada Pengelola Barang.
{3} Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna
Rarang dengan memperhatikan data barang pa(la Pengguna
Barang dan/atau Pengelola Barang.

(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (31 antara lan:
a. iaporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
c. laporan Dattar Barang Pengguna tahunan;
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cl. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
g. laporan Daftar Barang Milik Daerah semesterarl, dan
h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada a-yat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan
Rarang dan Pengurus Barang Pengelola.

(61 Pejabat Penatausahaarr Barang sebagaimana dinralsud pada
a-\'at {5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(7) llasil penelaahan sebagaimana dimaksud parla ayat (3)

merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Pasal 24

RKBMD vang telah clitetapkan oleh Pengelola Barang digunakan
oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan R,':rcana Kerja
dan Anggaran SKPD.

Pasal 25

ll ) RKBMD pemeliha,raan Rarang Milik Daerah lidak daPat
diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
ftal'ang terhadap:
a. barang Milik Daerah vang berada dalam kondisi rusak

berati
b. barang Milik Daerah yang sedang dalam status

penggunaan sementara;
c. barang Milik Daerah vang sedang dalam status untuk

dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
cl. barang Milik Daerah yang sedang merrjadi objek

pemanfaatan.
(2) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat {1 } lruruf b diusulkan oleh Pengguna
Barang yaLng menggunakan sementara Barang Milik Daerah.

(3) RKBM D pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat ll ) huruf d tidak termasuk pemanfaatan
dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari
6 (enam) bulan.
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Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daer;rh

Pasal 26

l1) Perencanauul kebutuhan Elarang Milik Daerah meliputi:
a. perencanaan perrgadaan Barang Milik Daerah;
Lr. perencanaan pemeliharaan Barang Milik l)aerah;
c. p€rencanaan pemanlaatzur Barang Milik Daeralr;
d. perencanaan pemindahtanganan Barang Milik traerah; dan
r. perencanaan penghapr.tsan Barang Milik Daer;rir.

f2) Perencanaan pengadaan Rarang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada a3'at (lf huruf a dituangkan dali.rm dokumen
RKFIMD Pengadaan.

{3} Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dal;tm dokumen
RKBMD Pemeliharaan.

i4) Perencanazur pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (i i huruf c dituangkan dalnm clokumen
RKIIMD Pemanfaatan.

{5} Perencanaan pemindahtanganan Barang M:lik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf ri dituangkan
rlalam dokumen RKBMi.) Pemindahtanganan.

(6) Perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1i huruf e dituangkan da.l,r*r dokumen
RKtiMD Penghapusan.

tsagan Ketiga
Tata Cara Pen.yusunan Rencana

Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daer;rtr

Pasal 27

i1) Kuasa Pengguna Barang men)rusun usulan RKBM[) Pengadaan
Barang Milik Daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang
vang dipimpinn-ya.

12) Kuasa Peng,guna t3arang menyampaikan usulan RKBMI)
Pengadaarr sebagairnana dimaksud pada ayat {1} kepada
Perrgl:na Barang paling lambat minggu kedua buian Mei.

Pasal 28

{1} Pengluna Barang melakukan penelaahan atas ust.lan RKBMD
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengluna Barang
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sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2'7 ayat (2) pada minggu
ketiga bula.n Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (ll. Pengguna Ba-rang mengikutsertakan
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dar.r Pengurus
Rarang Pengguna untuk melakukan retiet terhadap
kebenilran dan kelen5ikapan usulan RKBMD Pengarlaan.

(31 Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikarr
oleh Kuasa Pengguna Flarang sebagaimana dimaksud pada
a-yat ( 1) diutamakan unruk memastikan kebenaran data
masukan /inpLr/ penyusunan usulan RKBMD pengadaan yang
paling sedikit mempertimbangkan:
a. kesesuaian pro€ram perencanaan dan standar

sebagaimana dimaksud clalam pasal 20 ayat (l r dan ayat (2):
dan

b. ketersediaan Barang I{ilik Daerah di lingkungan pengguna
tsarang.

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa pengguna Barang :ebagaimani-
dimaksud pada a.yat (31 digunakan oleh pengguna Barang
dalam menyusun RKEIN,ID Pengadaan Barang lft ilik Daerai
patla tingkat Pengguna Rarang yang paling sedikit memuat
informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b nama Pengguna Ba-rang;
c. program;
d. kegiatan:
e. data daftar barang pada pengguna Barang dari/atau daftar

barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
l. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.



Pasal 29

(l ) Hasil penelaahan Petrgguna Barang atas usulirn RKBMD
Pengadaan vang disampaikan oleh Kuasa Peng4una Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditandatangani
Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan
setragaimana dimaksucl pada ayat (1 ) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling iambat minggu keempat bulan
Mei.

Bagian Keempat
Tata Cara Pen-vusunan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Bararr6;

Pasal 3O

11) Kuasa Pengguna Balang menj lsun usulirn RKBMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingku ngan Kuasa
Pen gguna Barang -yang clipimpinnrva.

(2) Kuasa PengJuna Barang menyampaikan usu lan RKtsMD
Penreliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 11) kepada
Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 3 I

(ll Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) pada minggu
kt-tiga bulan Mei.

{2} Dalam penelaahan usulan RKBMD pemelihar aan usulan
RKBMD Pemeliharaan -v-ang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (ll. Pengguna
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausaha;rn Pengguna
tsarang dan Pengurus Barang Pengguna untuL melakukan
penelitian terhadap kebenaran dan kelenS$<apan usulan
RKBMD pemeliharaan.
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(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemelihrtraan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan
kebenaraD. data masukan (input) penyusun.rn RKBMD
pen.reliharaan yang paling sedikit mengacu pada daftar bararg
Kllasa Pengguna Barang vang memuat informast mengenai
barang yang dipelihara.

{4) }{asil penelaahan sebagarmana dimaksud patla ayat (3)

digunakan oleh Pen6gg'tna Barang dalam menyusun RKBMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang
l,ang paling sedikit memuat informasi;
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang:
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

Pasal 32

( I ) Hasil ;renelaahan Penggluna Barang atas usu lrrn RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 3l ayat (4) dirlndatangani
Pengguna Barang.

l2l Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pt"meliharaan
Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rlisampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kt'empat bulan
Mei.

Pasal 33

(1) Pengguna Barang menghimpun RKBM D Peneadaan dan
RKBMD Pemeliharaart dari Kuasa Penggr,tra Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ,lan Pasal 32
a.!'a t (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

2) Penr-ampaian sebagaimana dimaksud pada ayat II)dilengkapi
surat pengantar RKBMD 5.ang ditandatangani olch Pengguna
ttarang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (41.

(3) Penl-ampaian RKtsM D Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang dilakukan selamb:rt-l;rmbatnya
ming6g: kesatu bulan .iuni
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Ba6pan Kelima
Tata Cara Penelaairan Rencana Ketrutuhan

Barang Milik Daerah Pengadaan
Barang Milik [)aerah Pada Pengelola Baranp.

Pasal 34

{1} Peneiaahan atas RKB}ID Pengadaan Barang Milik Daerah
dilakukan terhadap:
a. relevansi propam dengan rencana keluaran (outputJ

Pengguna Barang;
b. optimalisasi penggunaan Elaramg Milik Daerah 'rang berada

paela Pengguna Barang; dan
c. ektiyitas penggunaan Barang Milik Daerah t,ang berada

pada Penggguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD.

{2} Penelaahan atas RKBMD Pengada.an Barang L{ilik Daerah
sebagaimana dimaksurl pada ayat {11 pahng sedikit
memperhatikan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar

setlagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (11 dan ayat (21;

dan
b. data barang sekragaimana dimaksud dalam f'asal 23 ayat

t4l.
(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diruangkan dalam Hasil
Peneiaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik ilaerah yang
paling sedikit memuat:
a. nama Kuasa PenggJuna Barang;
b. nama Penggprna Barang:
c. programr
cl. kegiaran;
e. data claftar barang pada Pengguna Barang darr/atau daftar

barang pada Kuasa Penggpna Barang; dan
f renc.ura kebutuhan pengadaan trarang yang disetujui.

{4} Dalam melaksanakan penelaahan Barang Mrtik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengr'lola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan }larang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyapkan dan
memtrerikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
keiengkapan usulan paling lambat minggu kedua hulan Juni.
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I'asal 35

(l) Hasil Penelaahan RKBIVI D Pengadaan Barang Milik Daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam I';rsal 34 ayat
(3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menvusun RKBMD Pengadaan berdasarkan
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada aJ*ar (l l.

(3) RKBM D Pengadaan sebagaimana dimaksuti parrla ayat (2)

rlisarmpaikan oleh Pengl4una Barang kepada Pengelola Barang
pahng lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Keenam
'l'ata Cara Peneleaah:rn Rencana Kebutuharr

Barang Milik Daerah Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 36

{1} Perlelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Vilik Daerah
dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data Barang
1\,lilik Daerah -yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

{2) Penelaahan atas RKIJIVI t) Pemeliharaan Barang Vilik Daerah
sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) sekuralg-kurangnya
memperhatikan daftar trarang pada Pengguna Barang -vang
rnemuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

{3} Penelaahan atas RKBM lJ Pemeliharaan Barang \{ilik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2f diruangkan dalam hasil
penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik t)aerah yang
palinS sedikit memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barangi
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang diPelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

14) Dalam melaksanakan lxnelaahan Barang lvlilik Daerah
sebagaimana dimaksucl pada avat (1), Pengelola Barang
rlengikutsertakan Pejabat Penatausahaan llarang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk men-ylapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKLIMD Pemeliharaan yang dilaksanakan
paling sedikit minggu kedua trulan Juni.
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Pasal 37

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
t.lan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud d:rlam Pasal 36
a!'at (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang men-yusun RKBMD Pemeliharaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dirnaksud pada
ar-at (1).

{3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disamparkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

f'asal 38

(l) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik
lfaerah dari Pengguna Barang sebaga.imana dinrtrksud dalam
Pasal 35 avat (3) dan Pasal 37 ayat (3) ditetapkan menjadi
RKEIMD pemerintah daerah oleh Pengelola Baranf,..

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada a-vat (11 ditetapkan paling larnbat minggu
keempat bulan Juni.

Baglan Ketujuh
Penyu su nan Perubahan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 39

(11 l'engguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(21 Pcruhahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 11)

dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD
(31 Penyusunan RKBMD sebagaimana climaksud dalam Pasal 15

sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap pen.yusunan perubahan RKBMD.
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Bagian Kedelapan
Pen,v'usunan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah Untuk Kondisi Darur;rt

Pasal 4O

{1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat
kondisi darurat, pengusulan penyediaan ang&aran untuk
kebutuhan baru {neut trtitiatiue) dan penyediaan arlggaran
arrgka dasar fbaselinei dalam rangka rencan;] pengadaan
danlatau rencana penreliharaan Barang Miiik Daerah
diiakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai
dengan ketentuan perat u ran perundang-undangan r

{2} Kondisi damrat setragaimana dimaksud pada ayar {1f meliputi
bencana alam dan gangguarl keamanan skala beslir'.

{3} ilasil pengusulan penr.ediaan anggaran sebagairnana
dimaksud pada ayat {i} harus dilaporkan olt'}r Pengguna
Barang;, kepada Pengelola Barang bersamaan dengan
penvampaian RKBMD Perubartran dan/atau RKBMD tahun
ber:ikutn_ya.

{4} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digirnakan oleh
Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan
dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh
Penggiuna Barang bersangkutan pada APBD PeruLrahan tahun
anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran
berikutn-l'a.

BAB V
I,EI\JGADAAI!

P:lsal 41

{1} Pengadaan Barang Milik Daerah dilakeanakan berdasarkan
prinsip:
a" efisien;
tr. efektif;
c. transparan dan terhuka;
d. bersaing;
e. adil; dan
f. akuntabel.

i2) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 42

{l ) Pengguna Barang wa jib menyampaikan Iaporan hasil
pengadaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui
l'engelola Rarang Milik Daerah untuk ditetapkan status
perlggunaannya.

{2} Laporan hasil pengadaan Etarang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {l}. terdiri dari laporan hasil pengadaar
bulanan. semesteran dan rahunan.

BAB VI
PENGCUNAAN

Pasal 43

Pasal 44

(1) Bupati menetapkan srarus penggunaan Barang Mrlik Daerah.
(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan staius penggunaan

atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l )selain tanah dan/atau bangunan dengan konjisi tertentu
kepada Pengelola Barang.

{3} Xondisi rertentu sebagaimana dimaksud pada a,1at (2), antara
lain adalah Barang Milik Daerah vang tidak menrpunyai bukti
kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

14) .\ilai tenenru sebagaimarra dimaksud pa.da ayat i.l) diretapkan
oleh Bupati.

{5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (li dan ayat l2ldilaksanakan secara tahunan.

Penetapan status_ penggunaan tidak dilakukan terhaclap:a. barang persediaan;
b. konstruksi dalam pengeqaan;
c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untukdihibahkan;
d. aset tetap renovasi; dan

Pasal 45

Barang Milik Daerah dapat rlitetapkan status prnggunaannya
u.nlut-penJelelggaraan tugas rian fungsi SKpD, gui, jioperasikan
oleh Pihak Lain dalam rangka menJal""k"" ;l;],;"an umumsesuai tugas dan fungsi SKpD -vang beisangkutan. '



31

lrasal 46

tsarang Milik Daerah .yang telah ditetapkan status peilBgunaannya
pacla Pengguna Barang dapat diggnakan sementara oieh Pengguna
I3arang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus
mengubah status Penggunaan Barang Milik Dae;'rth tersebut
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 47

(l ) Penetapan staLus penggunaan Barang Milik Dttt'rah berupa
ranah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan
untuk kepentingan penyelenggaraeul tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Harang yang
bersangkutan.

{2} Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangJunan sebagaimarra dimaksud
pada ayat {1} .r,ang ticlak digunakan dalam penlelenggaraan
tug,as dan fungsi Pengguna Barang kepada Btipati melalui
I'er gelola Barang.

{3} Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksrrd pada ayat
i2). apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
avat {2} telah direncanakan untuk digunakan atau
dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu -yang ditetapkan
uleh Elupati.

t4) Bupati mencabut status penggunaan atas Barang Milik Daerah
berupa tanah danlatau bangunan yang tidak digunakan
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

{5f [.)alam lral Barang Milik Daerah berupa tani:h dan/atau
hangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 tidak
diserahkan kepada Bupati, Pengguna Baranpr dikenakan
sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang
rniiik daerah berkenaan.

I'asal 48

{1} Rupati rnenetapkan Barang Milik Daerah }'ang harus
diserahka-rr oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Penggryna Barang danlatau kuasa Pengguna Bar+urg dan tidak
dirnanfaatkan oleh pihak lain.

(2) Dalam menetapkan penverahan sebagaimana dirnaksud pada
a.yat i1I Bupati memperhatikan;
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a. standar kebutuhan Barang Milik Daerah untuk
menyelenggarakan dar.r menunjang tugas dan fungsi
Pengguna Barangi

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atart bangunan;
dan/atau

c. laporan, data dan ilrlbrmasi yang diperoleh dari sumber
lain.

13) Sumber lain sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) huruf c

antara lain termasuk hasil pelaksanaEm pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau
Rupati dan laporan dari masyarakat.

(4) Tindak lanjut pengelolaar atas penyerahan Flarang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penetapan status penggunaan;
b. pemanfaatan; atau
c. pemindahtanganan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Penggunaan Barang Mihk Daerah sebagaimana dalam
Pasal ..diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
I)EMANFAATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5O

{l) Pemant'aatan Barang Mil'ik Daerah dilaksanakan oleh:
a. pengelola Barang dengan persetujuan Btrpati, untuk

Barang Milik Daerah vang berada dalam penguasaan
Pengelola Barang: dan;

t). pengguna Barang dengan persetujuan Pengrlola Barang,
untuk Barang Milik Daerah berupa sebagran tanah
dan/atau bangunan -vang masih digunakan oieh Pengguna
Rarang dan selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan trerdasarkan
pertimbangan teknis derrgan memperhatikan kepentingan
daerah dan kepentingan umum.
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(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang
ti<tak men8gElnggu pelaksanaan tu8as ([un fungsi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa
memerlukan Persetujuan DPRD.

Pasrrl 51

{ 1) Bia.ya Pemeliharaan dan Pengamanan Barang M ilik Daerah
serra biaya pelaksanaan -yang menjadi objek Pemanfaatan
dibebankan pada mitra pemanfaatar.

(2) Bia-ya persiapan Pemarfaataan Barang Milik Dacrah sampai
dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada
AI'T}D.

{3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah
merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang lvlilik Daerah
dalam rangka penyelengg;rraan pelayanan un.rum sesuai
clengan tugas dan fungsi Badan Layanan Untum Daerah
merupakan ;renerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke
rekening kas Badan ta-vanan Umum Daerah.

(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah
dnlam rangka selain penyelen ggaraan tugas dan lirngsi Badan
Lay-anan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Dacrah

Pasal 52

(1) Flarang Milik Daerah -yang, menjadi objek Pemanfa,rtan dilarang
dijaminkan atau digadaikan.

(2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah
tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang
Milik Daerah.

Pasal 53

Bentuk l)emanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
A. SC\A'A:

b. pinlam pakai;
c. KSP:
d. RGS atau BSG: atau
e. KSPI.



l4

Llagran Kedua
Mitra Pemanfaatan

Pasal 54

Mitra Pemanfaatan meliPuti :

a. pen--vewa untuk Pemanlaatan Barang Milik Daerah dalam
Lrerrtuk Sewa;

b. peminjam pakai untuk Pemanfaatan Barang l\{ilik Daerah
dalarn bentuk Pinjam Pakail

c. mitra K$P untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam
trentuk KSP;

d. mitra BGS/BSG untuk Pemanfaatan Barang N{ilik Daerah
daiam bentuk BGS/BSC; dan

e. mitra KSPI, untuk Pemanlaatan Barang Milik Daerah dalam
bentuk KSPI.

Pasal 55

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 54
memiliki tanggung jawab :

a. meiakukan pembayaran atas Pemanfaatan Barang Milik
f)aerah seeuai bentuk pemanfaatan;

b. menverahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai
ketentuan bentuk Pemanfaatan;

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas trarang milik
daerah yang dilakukan pemanf,aatan dan hasil pelaksanaan
pemanfaatan Barang Milik Daerah;

d. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah trerakhimya
pelaksanaan; dan

e. memenuhi kervaiiban lainnya yang ditentrrkan dalam
perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 56

(1) Oirjek Pemant'aatan Barang Milik Daerah meliputi:
it. t-anah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

{2} Ob.iek Pemanfaatan Barang Milik Daerah brrrupa tanah
clanlatau bangunan sebagaimana dimaksud pilda ayat tl)
huruf a dapat dilakukan untuk sebagian atau keseiuruhannya.

(3) Dalam hal objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimarla dimaksud
pa<la ayat {2), luas tanah dan/atau bangunan rang menjadi
objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah sebesar luas
hagian tanah danlatau bangunan -vang dimanfaatkan.
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Bagian Ketiga
Pemilhan dan Penetapan Mitra Pemanfaatal

Barang Milik Daerah

Pasal 57

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
a. dilaksanakan secara terbuka:
b. paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memilikr

handal dan kompeten;
e. tertib administrasi; dan
f. rertib pelaporan.

irltegritas.

Pasal 58

(1) Pelak$ana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada
Pengelola Barang atau BCS/tsSG terdiri atas:
a. pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.

(2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada
Pengguna Barang terdiri atas:
a. pen*+lna Barangi dan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasal 59

('li Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.
(2i Dalam hal ob.jek pemanfaatan dalam bentuk KSI' merupakan

Balang Milik Daerah yang bersifat khusus, penrrlihan mitra
dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.

13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan mitra sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dratur denga.n Peraturan Bupati.

Bagran Keempat
Sewa

I'asal 60

il) Penyewaan Balang Milik Daerah dilakukan dengarl tujuan:
a. mengoptimalkan penda.vagunaan Barang Milik Daerah yang

belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan
tugas (lan fungsi peDvelerlggaraan Pemerintahirn Daerah;
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b. memperoleh fasilitas yang diPerlukan dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/ atau

c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain
secara tidak sah.

(2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak
merugikan Pemerintah Daerah dan tidak nrengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah .

Pasal 6l

(1 ) Barang Milik Daerah -u-ang dapat disewa berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh

Pengguna Barang kepada BuPati;
b. sebagian tanah dan/atau bangu.nan yang masih digunakan

oleh Pengguna lJarangi dan/atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2| Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksrrd pada ayat
(l I huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan tsuPati.

(31 Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimakstrtl pada ayat
(l) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Baralrg

{4) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
a. badan Usaha Milik Negarai
b. badan Usaha Milik Daerah;
c. swasta: dan
d badan hukum lainnya.

(5) S\r'asta sebagaimana dimaksud pada ayat {4} huruf c, antara
lain:
a. peroranSan;
b. p€rsekutuan perdata;
c. persekutuan firma;
d. persekutuan komanditel
e. perseroan terbatas;
f. lembaga/orga.nisasi internasional/asing;
g. yayasan; atau
h. koperasi.

{l} Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling l.rma 5 (lima}
tahun dan dapat diperpanjang.
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12) Jangka waktu Sewa tsarang Milik Daerah ';ebagaimana
ciimaksud pada a-yat ll) dapat leb'ih dari 5 (limal tahun dan
dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sama inliastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha -yang memerlukan

rvaktu sewa lebih dari 5 {lima) tahuni atau
c. ditentukan lain dalam U ndang- U ndang'

(3) formula tarif/besaran Sewa Elarang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati-

(4) ttesaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk keda sama
infrastruktur sebagainralra dimaksud pada ayat (2) huruf a
atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukerr waltu sewa tebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana
drmaksud pada ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan
nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrasrruktur.

{5) Formula tarif/besaran Seu'a Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan
berpedoman pada kebrjakan Pengelolaan Barang Mrlik Daerah.

{6) Seu,a Barang Milik Daerah dilaksanakan l;erdasarkan
perianiian paling sedikit memuat:
a. para pihak -vang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sen'a, dan jangka

waktu:
c. teLnggung jawab pert-vewa atas biaya opel asional dan

pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
d. hak dan kewajiban para Pihak.

(7) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan
daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah.

(8) Penyetoran uang Sewa trarus dilakukan sekaligus se(:ara tunai
sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa tt;rrang Milik
Daerah.

(91 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksttd pada ayat
(91 penyetoran uang Sewa Barang Milik Dtrerah dapat
dilakukan secara bertahap dengan persetujuirn Pengelola
BAranB atas:
a. sewa untuk kerjasarna infrastmktur; dan/atau,
b. sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/

sifat khusus.

l'asai 63

Ketentuan lebih lanjut nrenegenai tata cara Penyer.r aan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62
d iatur clengan Peraturan Bupati.
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Bapan Kelima
l'iniam Pakai

Pasal 64

(1) Pinjam pakai dilaksan.rkan dengan pertimbangan:
a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau

tidak dilakukan penggunaan untuk Penyelenggar:ran tugas
dan fungsi Pengguna Barang; dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas
objek pinjam pakai.

Pasal 65

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksan:rkan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau €rntar
I'emerintah Daerah da.lam rangka penvelenggaraan
pemerintahan.

{2} Felaksanaan Pinjam Pakai tiarang Milik Daerah dilakukan oleh:
a. pengelola Barang. utrtuk barang milik daerah r"ang berada

pada Pengelola Barang; dan
b. pengguna tsarang, untuk Barang Milik Daerah vang berada

pada Pengguna Baran6i.
(3) Pelaksanaan Pinjam Pakar oleh Pengelola Bararrg/ Pengguna

tsarang sebagaimana dimaksud pada ayal (21 rhlal<sanakan
setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

14) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(51 Pinjam Pakai drlaksanakan berdasarkan pedanjiarr yang paling
sedikit memuat:
a. para pihak yang tenkat dalam pedanjian;
b. .1enis, luas atau jumlah barang yang diPinlamkan, dan

jangka wa.l<tu;
(' tanggung jawab peminjam atas biaya ope; asional dan

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
d. hak dan kewajiban para pihak.
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Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pinjam Pakai Rarang Milik
Daerah sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 65 rliatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 67

KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam
rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna F.larang Milik

Daerah; dan/atau
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 68

(1I KSP Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
a. barang Milik Daerah berupa tanah dan/ati{u bangunan

yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada
Bupati;

b. barang Milik Daerah trerupa sebagian tanah dan/atau
bangunam yang masitr cligunakan oleh Peng4una Barang;
atau

c. barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bilngund.n.
{2) KSP atas Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksud pada

avat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) I{SP atas Barang Milik llaerah sebagaimana dirnaksud pada
a-vat {1} huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna
Barang setelah mendapat persetujuan Pengeloia Barang.

Pasal 69

(1) KSP atas Barang Milik l)aerah dilaksanakan apabila tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam .{PBD untuk
memenuhi biaya aperasional, pemeliharaan, dan/atau
perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang
dikerjasamakan.
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(2) Mitra KSP ditetapkan rnelalui tender, kecuali rrntuk Barang
I{ilik Daerah }'ang bersifat khusus dapar dilakukan
penunjukan langsung.

i3) Barang Mitik Daerah .vang bersifat khusus *ebagaimana
dimaksud pada ayat {2) memiliki karakteristik:
a. barang yang mempun.vai spesifikasi tertentu srsuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b. trarang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti
bandara udara, pelabi"rhan laut, kilang, instali*si listrik, dan
bendunganlwaduk;

c. barang .yang dikeriasamakan dalam investasi yang
berdasarkan perjanjian hubungan bilateral "rntar negara;
atau

d. barang lain 1.ang ditetapkan oleh Bupati.
(41 Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang i\{ilik Daerah

,vang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada a,yat {2}
dilakukan oleh Penggrrna Barang terhadap Badarr Usaha Milik
Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu
ses uai keten t u an perat uran perundan g-undan gari .

{5} Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setrap tahun
selama jangka waktu pengoperasian yang telah drtetapkan dan
pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum
[)aerah.

Pasal 7O

(1) Resaran pembayaran kontribusi tetap darr pembagisn
keuntungan hasil KSI'ditetapkan dari hasil perhitungan tim
-r,ang dibentuk:
a. bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

i:angunan dan;
b. pengelola Barang Milik Daerah untuk Barang Milik Daerah

selain tanah danf atau bangunan.
{2} Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil

KSP harus mendapat persetu.iuan dari tsupati"
(3) Dalam KSP Barang Milik Daerah berupa tan;rh dan/atau

bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat herupa bangunan besertil fasilitasnya
-vang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak
termasuk sebagai objek KSP.
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(4) Resaran nilai bangunan l)eserta fasilitasnya sel)agai bagian
rlari kontnbusi pembagian tetap d.rn kontibusr pembagian
keuntungan sebagimana dimaksud pada huru g paling banyak
I O',t (sepuluh persen) da:r total p€nerimaan kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sma
l'emamfaatan;

{5) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya
merupakan Barang Milik Daerah.

(6) Selama jangka waktu ;rngoperasian, mitra KSP dilarang
menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah -yang
menjadi objek KSP.

{7) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 7 I

(1) Semua triaya persiapan KSP yang te{adi setelah drtetapkannya
mrtra KSP dan bia-ya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra
KSP.

(2) Ketentuan mengenai langka waktu sebagaimarra dimaksud
dalam Pasal 7O ayat (7) tidak berlaku dalam hal KSP atas
Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur.

13) Jenis pen.yediaan infrastruktur sebagaimana dirnaksud pada
avat l2l mengacu pada ketentuan p€raturan perundang-
undangan mengenai penyediaan infrastruktur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pa sar.l 71 diatur
dengan Peratu ran Bupati

Bagran Ketujuh
tlangun Guna Serah atau Bangun Serah Cuna

I'asal 72

(l ) BCS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a. pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan

ban gu n an dan fa si I i ta s ba gi penyelenggaraa n i,emerintahan
Daerah untuk kepentrngan pelayanan umum,lalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
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12) BGS atau BSC Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada a.yat (11 diiaksanal<an oleh Pengelola Bzrr ang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

13) tsCS atau BSG sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
dilakukan setelah Barang Milik Daerah ,yang rlirencanakan
menjadi objek BGS arau BSC terlebih dahulu diserahkan
kepada Bupati.

Pasal 73

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil
dari pelaksanaan BGS atau BSG rlilaksanakan oleh Llupati dalam
rangka penyeleflggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait .

Pasal 74

l1) Jangka u,aktu pelaksanaan BGS atau BSG paling lama 3O (tiga
puluh) tahu n sejak perjanjian ditandatangani.

12) Pemilihan mitra BGS atau mitra BSC dilaksanakan melalui
tender.

13) Mirra tscS atau mitra llSG yang telah ditetapkan, selama
jangka wa.ktu pelaksanaan tsGsatau BSG:
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Urnum Daerah

setiap tahun selama .langka waktu pengopr'ras ian, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim
vang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau

memindahtangankan:
I . tanah yang menjadi objek BGS atau BSG:

2. bangunan beserta fasilitas yang lrt'rasai dari
pelaksanaan tlCis atau BSG yang digunakan langsung
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan
Daerah; da/atau

3. hasil BSG.
(4) Dalam jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG bangunan

beserta fasilitas yang beras:rl dari pelaksanaan BLiS atau hasil
BSG harus digunakan langsung untuk penyelenglEaraan tugas
dan fungsi Pemerintahan Daerah paling sedikit lO%, (sepuluh
persen).

{5) tsGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan pedatnjian, paling
sedikit memuat:
a. para pihal yang terikat dalam pedanjian;



b. objek BGS atau BSG;
c. jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG;
d. jangka waktu pengoperasian hasil BCS atau BSG; dan
e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam

perjanjian.
(6) Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka B(iS atau BSG

harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.
17) Semua biaya persiapan BCS atau BSG yang teriadi setelah

ditetapk.rnnya mitra BGS atau RSG dan biaya pelaksanaan
BCS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.

18) Mitra BCS harus menyerahkan objek BGS beserta hasil BGS
kepada Bupati pada akhir jangka waktu pelaksarlaan, setelah
dilakukan audit oleh aparat pentawasan interrr Pemerintah
Daerah.

l9l Penyerahan objek BGS beserta hasil BGS sebagaimana
dimaksud pada ayat (81 tidak menghapuskan kewajiban dan
tanggung jawab Mitra BGS untuk menindaklanjuti hasil audit
vang telah dilakukan oleh aparat penga\r'asan intern
Pemcrintah Daerah.

Pasal 75

Ketentuan labih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan BSG atau
BCS sebagaimana dimaksutl dalam Pasal 74 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kerjasama Pen-vediaan Infrastruktur

Pasal 76

KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan dengan penimbangan:
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau Penyediaan

Infrastruktur guna mettdukung tugas dan fungsi l'emerintahan
Daerah.

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD
unruk penyediaan infrastruktur; dan

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

(l ) KSPI atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terh.rdap:
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a. barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
pada Pengelola BaranglPengguna Barang;

b. harang Milik Daerah herupa sebagian tanah dan/atar:
bangunan -vang masih digunakan oleh Pengquna Barang;
atau

c. barang Milik Daererh selain tanah dan/atau bangunan.
{2) KSPI atas Barang Milik Daerah pada Pengeiola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a iJilaksanakan
oleh Pengelola Barang dengan persetrqiuan Bupati

(3) KSPI atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksucl pada ayat {1) huruf a, huruf b, dan
huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan
persetujuan Bupati.

Pasal 78

(1) KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan antarii Pemerintah
dan Badan Usaha.

(2) Bactan Usaha sebagainrana dimaksud pada ayat {11 actalah
badan usaha yang berbentuk:
a. per$eroan terbatas:
b. badan Usaha Milik Negara;
c- badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. koperasi.

i3) Jangka waktu KSPI paling lama 50 {tima puluh; tahun dan
dapat diperpanjang.

(4) Mitra KSPI yang telah clitetapkan, selama jangka u,aktu KSPI:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau

memindahtangankan Barang Milik Daerah ^1ang menjadi
objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan

sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh
dari yang ditentukan pada saat perjan.iian dimulai
{clawback).

(5) Pernbagian kelebihan keuntungan sebagaimar:a dimaksud
pada ayat (4) huruf c disetorkan ke Kas Umum Da*rah.

(6) Fonnula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh
Bupati.

(7) Mitra KSPI harus men],erahkan objek KSPI dan harang hasil
KSPI kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhrrnya jangka
waktu KSPI sesuai perjanjian.

{8} lJarang hasil KSPI menjadi Barang Milik []aerah sejak
diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.



(1) Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (i)
dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang
milik claerah kepada mitra yang tepat dalam rangka
mewujudkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1'ang efisien,
efektif, dan optimal.

{2) Ketentuan lebih lanj ut mengenai tata cara pelaksanaan Tender
Rarang Milik Daerah sebagaimana diamksud pada ayat (1)

diatu r dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSPI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kesembilan
Tender

Pasa.l 80

BAB VIII
PENCAMANAN t)AN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 8l

(1) Pengelola Barang. Pengg:na Barang dan/atau Kuitsa Pengguna
Barang wajib melakukan Pengamanan Barang l\lilik Daerah

l ang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimatul dimaksud

pada ayat (l) meliputi pengam.rnan administrasi, l)engamanan
fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 82

(1) tsarang Milik Daerah berupa tanah harus disertiprkatkan atas
narna Pemerintah Daerah.

[2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemihkan atas nama Pemerintah llaerah.
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(31 Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah
Daerah.

Pasal 83

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disirnpan dengan
tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Ba"rang Milik Daerah
dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau
pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik
Darerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan
keuzurgan daerah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 84

{1) Pengelola Barang. Pengguna Barang, dan/.rtau Kuasa
Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliha.raan
Barang Milik Daerah vaurg lrcrada di bawah penguasaannya.

i2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )

berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaar, Barang.
{3) Biaya pemeliharaan tsarang Milik Daerah dibetrankan pada

APBD.
(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan ['emanfaatan

dengan Pihak Lain, bia_ya pemeliharaan menjatli tanggung
jaw'ab sepen uhnya dari pen,vewa, peminjam. mitr a KSP, mitra
BGS atau BSC, atau mitra KSPI.

(5) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat l)aftar Hasil
Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan
melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemetharaan Baralg
tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.

{6) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada a-yat (ll dan menu'usun daftar
hasil pemeliharaan barang vang dilakukan dalam 1 (satu)
Tahun Anggarax sebagai bahan untuk melakukan evaluasi
mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah
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Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut meng,enai tata cara Pengi'manan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimrrksud dalam
Pasal 81 dan Pasal 84 diatur dengan Peraturan Bupat:.

BAB IX
PENILAI-AN

Pasal 86

( 1l Penilaran Barang Milik Daerah dilakukan dal,am rangka
pen)usunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanlaatan, atau
Pemindahtanganan-

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dinraksud pada

a,v..at (1) dikec ualikar unruk:
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b. pe mindahtanganan dalam bentuk hibah.

{3) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka
penvusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

(4) Bial a vang diperlukan dalam rangka penilaian l3arang Milik
Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 87

(l I Penilaian Barang M'ilik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahmnganan
dilakukan oleh:
a. penilai Pemerintah: atau
b, penilai Publik.

(2) Penilai Publik, sebagarmana dimaksud pada ayar (1) huruf b
adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang menrpun5'ai izin
praktik Penilaien dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang
diakui oleh pemerintah.

(3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dinraksud pa.da

ayat (l) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Pasal 88

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah danlatau
ban gu n an rla lam ran gka pernanfaatan atau pemin ci ah tanganan
dilakukan oleh tim vang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat
melibatkan penilai _vang ditetapkan tsupati.

{2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {l) au;dah panitia
penaksir harga yang unsurnya terdiri dari sKpt:/unit kerja
terkait.

{3} Penilai sebagaimana dimaksud pacla ayat {l} a,lalah penilai
Pemerintah atau Penilai Publik.

{4} l'}enilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksucl pada
ayat {l } dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
den gan ketentuan pe ra turan perundang-u ndan garr

{5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pacla a-yat {4}
dilakukan oleh PenggJuna Barang tanpa meribarkan penilai,
hasil penilaran Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai
taksiran.

{6} Hasil Penilaian Barang Milik I)aerah sebagaimana dimaksud
pada ayat i2| ditetapkan oieh Bupati.

Pasal 89

{1} Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapar melakukan
Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah
ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.

(2) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai ltarang Milik
Daerah dilaksanakan herdasarkan kebijakan vangl ditetapkan
oleh Bupati dan berpedoman pada ketentuan Pernrrintah yang
beriaku secara nasional.
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BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Ba!tan Kesatu
Umum

i'asal 90

(l ) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi
penvelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat
dipindahtangankan.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan cara:
a. penjualan;
b. tukar Menukar;
c. hibah; atau
d. penyenaan Modal Pemenntah Daerah.

Pasal 9 I

(l ) Dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
dilakukan penilaian.

(2) Dikecualikan dari ketentuart sebagaimana dimaksud pada ayat
(11, untuk pemindahtanganan dalam benruk hibah.

(3) Penilaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) r laksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasai 92

{ I ) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan
setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
a. tamah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang tlemiiai lebih dari

Rp5.0OO.000.000,- (lima miliar rupiah).
12) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a trdak memerlukan p€rsetujuan DPRD, apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang w'rlayah atau

penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

pentg{rnti sudah disediakan dalam dokumen Frnganggaran;
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c diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Daerah;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan h ukum tetap
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak
secara ekonomis.

Pasal 93

(l) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan
tata ruang wilayah atau penataan kclta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 avat 12) huruf a, dimaksudkan irahwa lokasi
tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan
peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah.

(2) Tanah dan/atau bangunan -'-ang tidak sesuai deng,an penataan
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan
penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah
dan/atau bangunan tersebut.

f'asal 94

Bangunan yang harus dihapuskan karena anglatran untuk
bangunan pengganti sudah disediakan dalan r dokumen
penganBgaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)

huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan
-lang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya
didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi)
sesuai denga.n alokasi arlggaran yanS telah disedrakan dalam
dokumen penganggaran.

Pasal 95

Tanah dan/atau bangunan tliperuntukkan bagi Pe3awai Negeri
Sipil Pemerintah Daerah sebagzumana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (2) huruf c, adalah:
a. tanah dan/atau bangunan .yang merupakan kategori rumah

negara golongan III;
b. ranah yang merupakan tanah kavling yarrg menurut

perencanaan awaln-va untuk pembangunan perumahan
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
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Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 99

{1} Penjualan Barang Milik Daerah dilaksana}ran dengan
pefiimbangan:
a. untLlk optimalisasi Ljarang Milik Daerah I'ang irerlebih atau

tidak digunakan I diman flaatkan;
l:. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila

dijuai; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
{2} Barang Milik Daerah -yang tidak digunakan/<iimanfaatkan

sslagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a acialah Barang
Milik Daerah -vang tidak digunakan untuk kepentingan
pen.yelenggaraaR tugas dan fungsi SKPD atau tidak
rlimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 10O

{i) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan srrara lelang,
kecuali dalam haj tertentu.

(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dirnaksud pada
ayat iilmeliputi:
a. barang Milik Daerah yang bersifat khusus.
b. barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut

oleh Bupati.

{3} Barang Milik Daerah _yar}g bersifat khusus, sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf a adalah barang,-Lrarang yang
diatur secara khusus sesuai dengan ketentuarr peraturaJl
perundang-undangan, antara lain yaitu rurnah Negara
golongan III yang dijual kepada penghuni.

(4) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dinr.r.ksud pada
a_yat {2} huruf b a.ntara lain ,yaitu:
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digurrakan untuk

kepentingan umum;
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal

pengadaannya rligunakan unruk pembangunarl perumahan
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BAB XII
PENOT{APUSA}i

Pasal 117

Penghapusan Barang Milik Daerah metiputi:
a. penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan/at;lu daftar

barang Kuasa Pengguna:

ir. penghapusan dari tlaftar Barang Pengelola; dan
c. penghapusan dari clallilr Barang Mitik Daerah.

Pasal 1 18

{1} Penghapusan dari clallar E}arang Pengguna danlatau daftar
Barang Kuasa Penggur:a sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I 17 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Mitik f taerah sudah
tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang danlatau
Kuasa Pengguna Barang.

t2) Penghapusan dari daftar Barang Pengelola sebagaimana
ctimaksud dalam Pasal 1 17 huruf b, dilakukan dalam hal
Llarang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barartg.

(3) Penghapusan clari daftar Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I 17 huruf c dilakukan dalum hal terjadi
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {l i dan ayat {2}
disebabkan karena:
a. pernindahtanganan atas Barang Mitik Daerah;
b. putusan pengadilan ,yang telah berkekuatan hukum tetap;
c" menjalankan ketentuan undang-undang;
d. pemusnahan; atau
e. sebab lain.

Pasal I 19

{1} t3arang Milik Daerah sudah tidak berada dalarn penguasaan
Pengelola Barang, Pengg;ur:a Barang dan/atau Ku,;t*a Pengguna
Barang disebatrkan karena:
a. Penyerahanbarang milik daeral'l;
b. pengalihan status penggunaan Barang Milik D*erah;
c. pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
d" putu$an pengadilan -vang telah berkekuatan hukum tetap

clan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;;
e, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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Pasal 96

{ll Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bag
kepentingan umum setragaimana dimaksud dalam Pasal 92
a-yat l2l huruf d, adalah tanah danlatau bangunan yang
digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan
bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat ban-yaklbersarrla,
dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya
kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan
persahabatan antara negara/daerah dengan negitra lain atau
masyararhat / lembaga intema sional.

(2) Kategori biclang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
antara lain sebagai berikut;
a. jaian umum termasuk akses jalan sesuai peraturan

perundangan-undangan, jalan to[, dan rel kereta api;
tr. saluran air minumlair bersih danlatau saluran

pernbuangan air;
c. waduk, bendungan dan bangunan pengair;in lainnya,

termasuk saluran irigasi;
d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
f. tempat ibadah;
g sekolah atau lembaga pendidikan non komersi;.*l
h. p&sar umum;
i. fasilitas pemakaman umum;
j fasilitas keselamata.n umum, antara latn tanggul

penanggulangan bahava banjir, lahar dan bent:ana;

k. $arana dan prasarana p{rs dan telekomunikasi
l. sarana dan prasarana olahraga untuk umuml
m. stasiun penyiaran radio dan televisi bes*rta $arana

pendukungnya unt uk lembaga penyiara.n publ I k ;

n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara
asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga
internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa;

o, fasilitas Tentara Nasional lndonesia dan Kepolrsian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
p. rumah susun sederhana;
q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
r. cagar alam dan cagar budaya;
s. promosi budaya nasional;
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t, pertamanan untuk umurn;
u. panti sosial;
v. lembaga pemasyarakatan; dan
w'. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi ienaga listrik

termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan $atu
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 97

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 92 a.vat i2)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pasal 98

{li Pemindahtanganan Rarang Milik Daerah stlairr tanah
danlatau bangunan -vang bernilai sampai dengan
Rp5.000.0OO.0OO,OO (lima miliar rupiah) dil*kukan oleh
Pengelola Barang setelah men<iapat persetujuan Blr pat i.

{2} Pernindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan -yang bernilai lr"bih clari
RpS.0O0.0OO.OO0,0O (lima miliar rupiah) dilakukan oleh

Pengelola tsarang setelah mendapat persetujuan DtlRD.

{3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat tl) clan ayat (2)

merupakan nilai wajar untuk PemindahtanBdnan dalam
bentuk penjualan, tukar menukar dan Penyertaan Modal.

ia) Nilai sebagairnana dimaksud pada ayat tl) clan ayat (2)

merupakan nilai perolehan untuk Pemindahtanganan dalam
bentuk hibah.

(5| LJsul untuk memperoieh persetujuan DPRD *ebagaimana
dimaksud pada ayat {2} diajukan oleh Bupati.

{6} Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {l} dan
at'at {2) dilakukan per tiap usulan"
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Pegau,ai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, scbagaimana
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari
keadaan kahar (brce rru{eure);

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lairr vang dijual
kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan
dibangun kembali; atau

f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan dengan niiai wajar paling tinggi RpI.OOO.OOO

(satu juta rupiah) per unit.
(5) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang ltilik Daerah

secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dengan memperhitungkan l'aktor penyesuaian.

(61 Nilar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batasan
terendah yang disampaikan kepada Bupati setragai dasar
penetapan nilai limit.

{7} Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.

l8) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh

Bupati.

Pasal 101

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan olt'h Pengelola

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan Penjualan

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l0O
diatur dengan Peraturan Bupati.



55

tsagiern Keempat
Tukar Menukar

Pasai 103

(l ) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertirnbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional pen_velenggaraan

pemerintahan;
b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalann APBD.

{2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat il,
dirempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat rnenyediakan
tanah dan/atau bangunan pengganti.

(3) Setain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
tukar menukar dapat dilakukan:
a. apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang w{layah
atau penataan kota;

b. guna menyatukan Barang Mitik Daerah yang lokasinya
terpencar;

c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah
Pusat / Pemerintah Daerah ;

d. guna mendapatkanf memberikan akses jalan, *pabila objek
tukar meuukar adalah Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/ atau bangunan; dan / atau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau
ketentuan peraturan perundang-undangan, a1l;lbila objek
tukar menukar adalah Barang Milik Daerah *elain tanah
dan/atau bangunan-

(4) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan
pihak:
a Pernerintah hrsat:
b. Pemerintah Daerah lainnya/Desa;
c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya

yang dimiliki negara; atau
d. Swasta.
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{.5) Sw'asta sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf e adalah
pihek swasta. baik -vang berbentuk badan hukum maupun
peroranSarr.

Pasal 104

{1} Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada

Bupati;
b. tanah danfatau bamgunan yang berada pada Pengguna

Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.

{2} Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
ba-ngunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas
kewenangannya.

{3) Tukar Menukar setragaimana dimaksud pada ayat (1}

dilaksanakarr oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Pasal iOS

Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara pelakslr'raan Tukar
Ivfenukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 diatur dengan Peraturan Rupati.

Bagran Kelima
Hibah

Pasal 1O6

{1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimhangan

untuk kepentingan:
a" sosial;
b. budaya;
c. keagamaan;
d. kemanusiaan;
e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
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f. prenyelenggaraan pemerintahan negara/daerah,rdesa.

{2} Hibah sebagaimana dimaksud pacla ayat {l} harus memenuhi
syarat;
a- bukan nrerupakan trarang rahasia negara;
b. bukan merupaka-n barang )rang menggasai lrajat hidup

orang banyak; dan
c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

{3} Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksarraan Hibah
ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 107

(1) Barang Milik Daerah yang dihibahkan wajib digunakan
sebagaimana ketentuanr .vang ditetapkan dalam naskah Hibah.

i2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang.

i3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang Milik Ilaerah yang
dihitrahkan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 1O8

il) Pihak yang dapat menerima Hibah adalah:
a. lembaga sosial, lembarga budaya, lembaga keagamaan,

lembaga kemanusiaan, atau lembaga penditlikan yang
bersifat non komersial berdasarkan akta prendirian,

anggaran dasar/rumah tangga, atau pernya{aalr teftulis
dari instansi teknis yang kompeten bahwa ltmbaga -yang
bersan gkutan adalah sebagai lembaga dimaksr-r d ;

b. pemerintah ftrsat;
(-'" pemerintah Daerah lainnYa;
d. pmerintah Desa;
e. perorangan atau masyarakat yang terkena brrlcana alam

dengan kriteria masyarakat berpenghasitan rendah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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{2) Pemtrerian Hibah kepada Pe.merintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (11 huruf d dilakukan dalam hal:
a. barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di desa;
b. barang milik desa yang telah diambil dan desa, oleh

Pemerintah Daerah dikembalikan kepada clesa. kecuali

-yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 1O9

il) Hibah dapat berupa:
a. tanah dan/atau banSrynan yang telah diserahkan kepada

Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada paela Pengguna

Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.

{2} Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleir Bupati.

Ragian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 1 10

(1i Penyertaan Modal Pemenntah Daerah atas f*arang Milik
Ilaerah dilakukan dalam ran gka pendirian,pengert bangar: dan
meningkatkan Kinelia Badan Usaha Milik Negaral Daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Penyertaan Modal Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada a-yat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. barang Milik Daerah -vang dari awal pengada;r:rnya sesuai

dokurnen penganBgaran diperuntukkan bagi lladan Usaha
Milik Daerah atau badan hukum lainnya -r';rng dimiliki
ljaerah: atau

b. barang Milik Daerah lebih optimal apabila ilikelola oleh

Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukunr iainnya'
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(31 Elarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

1-ang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau biidan hukum
lainnya vang dimiliki Daerah menjadi kek;ryaan yang
dipisahkan.

Pasal I I I

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Ltarang Milik
Daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan -vang teleh diserahkan kepada

Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Bar.rng; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

12) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan .yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

ctilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannr a.

(3) Tanah dan/atau bangunan yang berada pacla Pengguna

Barang sebaga,imana dimaksud dalam Pasal l1O :lat (l) huruf
b antara lain tanah dan/atau bangunan,van8. sejak awal
pengadaannya direncanakan untuk disertakan st'l;agai modal

Pemerintah Daerah sesuai Yang tercantum dalarn dokumen
pengangSaran.

(4) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau barrguna-n yang
berada pada Pengguna Barang sebagaimana dim;rksud dalam
Pasal l1O ayat (1) hurufc antara lain meliputi:
a. baralg Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang

dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerah;

b. barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang
lebih optimal untuk disertakan sebaga.i modaL Pemerintah
Daerah.

(5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas [rarang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tl rlaksanakan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetuju.rn Bupati.



Pasal 112

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang
Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuall peraturan
perundang-undangan '

tsAB XI
PEM USNAHAN

Pasal I 13

l'asal I 15

Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a. dibakar:
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemusnahan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I l-1 dan Pasal
115 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau

tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan F,€raturan

perundang-undangan 
Pasal 114

(1) Pemusnahan dilaksanerkan oleh:
a. pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati

yang berada pada Pengguna Barangi atau
b. pengeloia Barang setelah mendapat persetujuan Bupati

yang berada pada Pengelola Barang.
12) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
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f. pemusnahan; atau
g. sebab lain.

(2) Sebab lain setragaimana dimaksud pacla ayat {1) huruf g

mer.t pakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangka.n
w-ajar menjadi penyetrab penghapusan, seperti hilang karena
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mirti, dan sebagai akibat dari keadaan kahar {force maieure}.

Paserl l2O

{1t Penghapusan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1i9 ayat (l)
rrntuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan ok:h Pengelola
Barang setelah rnendapar percetujuan Bupati.

{2} Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1)

untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Baratig dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh tsupati.

{3) Dikecualikan dari kelentuan mendapat persetujuan
penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud p;.rda ayat (l)
adalah untuk Barang Miiik Daerah yang dihapusktrn knrena:
a. pengalihan status Penggunaan;
b, pemindahtanganan: atau
c. pemusnahan

14) Bupati dapat nrendelegasikan persetujuan Jrenghapusan
Barang Milik Daerah berupa barang persedi*an kepada
Perrgelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau
Daftar Barang Kuasa PenglSlna'

15) Pelaksanaan atas penghapusan Barang Mrlik Daerah
sebagaimana dimaksucl pada ayat {1} dan ayat {4t dilaporkan
kepada Bupati.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 117 diatur
dengan Peraturan BuPati.



63

RAB XIII
PENATATJSAHAAN

Bagieur Kesatu
Pemtrukuan

Pasal 122

{lf Pengelola Barang harus rnelakukan pendal"taran dan
pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah
penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengeh:ia menurut
penggolongan dan kodef,rkasi trarang.

i2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang hanrr melakukan
pendaftaram dan pencatatan Barang Milik Daerah vang status
penggunaannya berada pada Pengguna Biuang/Kuasa
Penggpna Barang ke dalam Daftar Barang Peng4iuna/Daftar
Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodelikasi
barang.

Pasal 123

il) Pengetola Barang menghimpun daftar barang Pen;4guna/daftar
barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud da.lam Pasal
'122 ayat (2).

{2) Penge}ola Barang ment/usun daftar Barang L{rlik Daerah
berclasarkan himpunan daftar barang Penggunalclaftar barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ,rvat (1) dan
daftar barang Pengelola menurut. penggolongan darl kodefikasi
barang-

{3) Datam daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} termasuk Barang Milik Daerah yang
dimanfaatkan oleh pihak lain.

I3agian Kedua
lnventarisasi

Pasal 124

(l ) Pengguna tsarang melakukan inventarisasi Birrang Milik
Daerah paling sedikit 1 {satu) kali dalam 5 {lima} t;.thun.

{2} Dalam hai Barang Milik Daerah sebagaimana dinraksud pada
avat {1f berupa persediaan dan konstruksi dalan"r pengerjaan,
inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiilp tahun.
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{3} Pengguna Barang men3,'ampaikan laporan hasil lnventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) kepada
Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya
Inventarisasi.

Pasal 125

Pengelola Barang melakukan inventarisasi Barang Mitk Daerah
trerupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam
penguasaannla paling sedikit I {satu} kali dalam 5 (lima} tahun.

Ragian Ketiga
Pelaporan

Pasal 126

{1} Kuasa Pen6guna Barang harus menyusun laparan barang
Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa
Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepaca Pengguna
L3arang.

{2} Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Tahunan setragaimalra dimaksud
pada a,-vat (1) sebagai bahan penyusunan laplirarn barang
Pengguna semesteran dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna Bebagaimana dimaksud pacla ayat (2)

digunakan sebagai bahiut untuk menyusull xeraca SKP[)
untuk disampaikan kepada Pengelola barang.

Pasal 127

(1) Pengelola tsarang harus menyusun laporan barang Pengelola
semesteran dan laporan barang Pengelola tahunar,

{2} Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang
Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2| serta laporan
barang Pengelala sebagaimana dimaksud pada ay*t (1) sebagai
bahan pen)rusunan laporan Barang Milik Daerah.

{3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dinraksud pada
ayat {2} digunakan sebagai bahan untuk men}'tisun neraca
Pemerintah Daerah.
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BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALTAN

Pasal 128

Pegawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
dilakukan oleh:
a. pengguna Barang melalui pemantauan dan

penertibandan /atau;
b. pengelola Barang melalui Pemantaun dal investigasi.

Pasal 129

ll) Pengguna Barang melakukan pemantauan dalr penertiban
terhadap penggunaan. pemanfaatan, pemindahtanganan,

txnatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan trarang Milik
Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana
climaksud pada ayat (11 untuk Unit Keia SKPD thlaksanakan
oleh Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta. 
.parat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit
tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebaga.imana
dimaksud pada ayat (1| dan ayat (2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Penggulra Barang
menin<iaktanluti hasil audit sebagaimana dimakstld pada ayat
(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan'

Pasal l3O

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelal.sanaan penggunaan, pemanfaatittr, dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka
penertiban penggunaan. pemanfaatan, dan pemin d ah tan ganan
barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
pentndang- undangan.

12) Femantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

ll) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Bararrg dengan
meminia aparat pengawasan intem pemerintah unruk
melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan' pemanfaatan.
clan pemintiahtanganan Barang Milik daerah.

(3) Hasil audit sebaga.imtura dimaksud pada ayat (21 rtisampaikan
kepada Pengeloia Barang Llntuk ditindaklanjuti srsuai dengan
ketentuan peraruran perundang-undangan.
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BAB XV
PENCELC}LAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATLi.TN KER-JA

PERANGKAT DAERAT{ YANC MENGCUNAKAN POI.A
PENGELOLAAN KEUANCAN BADAN I.AYANAN UMUM

DAERAH

Pasal 131

{lf Barang Milik Daerah .vang, digunakan oleh lladan Layanan
Umum Daerah merupakan kekayaan daerah vang tidak
dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Elatlan Layanan
Umum Daerah.

{2} Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
a-yat (11 mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Datl'ah, kecuali
terhadap barang yang dikelola dan/atau dirnamliaatkan
sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatari pelay-anan
umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan layanan Umum
I)aerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerai-r.

BAB XVI
RARANG MILIK DAtrRAH BERUPA RUMAH NE{iARA

Pasal 132

Rumah Negara merupakan Barang Mitik Daerah yang
diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan saraila
pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat danlatau
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 133

{1} Bupati menetapkan status penggunaan golongan Rumah
Negara.

{2} Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibagi ke
dalam 3 {tiga) golongan, -vaitu:
a. rumah Negara golongan l;
b. rumah Negara golongan ll; dan
(:. rumah Negara golongan III.

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana difi.raksucl pada
a-yat t1l didasarkan pada pemohonan penet;rpan status
penggunaan -vang diajuka:r oleh Pengguna Barang.
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Pasal 134

{1) Rumah Negara golongan I sebagaimana dimaksurj dalam Pasal
133 avat {2} huruf a, adalah Rumah Negara dipergunakan bagi
pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabaiannya harus
bertempat tinggal di r-umah tersebut serta hak per"rghuniannya
terbatas selama pejabat yang bersangkutan masrir memegang
jabatan tertentu tersebut.

(2) Rumah Negara golongan Il sebagaimana dimaksucj dalam pasal
133 ayat {2} huruf b, adalah rumah negara yans mempunyai
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan
hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Daerah.

(3) Termasuk dalam Rumah Negara golongan II acialah Rumah
Negara yang berada dalam satu kawasan clengarr SKPD atau
Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama Pemerintah
Daerah.

{4} Rumah Negara golongan lll sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I33 ayat {2} huruf c, adalah Rumah Negara .vang tidak
termasuk golongan I dan geilongan tt yang dapat drjual kepada
penghuninya.

tlasarl 135

(1| Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara ira-nya dapat
digunakan sebagai ternpat tinggal Pejabat atau Pq;awai Negeri
Sipil Pernerintah Daerah vang memiliki Surat lzin Ilenghunian.

{2} Pengguna Barang wajib merrgoptimalkan penggunaan Barang
Milik Daerah berupa Rumah Negara golongan I dan Rumah
Negara golongan ll dalilm menunjang pelaksanaan tugas dan
tLngsi.

(3) Pengguna Barang Rumah Negara golongan I dan Rumah
Negara golongan II wajib menyerahkan Barang \lilik Daerah
berupa Rumah Negara vang tidak digunakan kepada ttupati.

Pasal 136

il) Surat tjin Pen6fiunian sebagpimana dimaksud dahrm Pasal 135
ayat {1} untuk Rumah Negara golongan I ditandrrtangani oleh
Pengelola Barang.

{2) Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud <lalam Pasal
135 a_yat {1} untuk Rumah Negara golongan ll darr golongan il
ditandatangani oleh Pengguna Barang.
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Pasnl 137

11) Suami dan istri yang masing-masing berstatus P*gawai Negeri
Sipil Pemerintah Daerah, hanya dapat menghuni satu Rumah
Negara.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dirnaksud pada
ay'at {1} hanva dapat cliberikan apabila suami dan rstri tersebut
bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang bertainan.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Negara sebagaimana
dimaksucl dalam Pasal 132 diatur dengan Peraturan Blrpati.

BAB X\{I
GANTI RUGI DAN SATIKSI

f'asal 139

{1} Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian,
pen-yalahgunaan / pelan ggaran hukum atas Pengelc iaan Barang
Milik Daerah diselesaikan melalui tun&Itan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah
se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan keten tua n perat uran perundang-un ciangan'

BAB XVIII
KETEI'ITUA N LAIN -I.AIN

Pasa-l l4O

11) Pejabat atau pegawai vang melaksanakan pengeloiaan Barang
Milik Daerah yang nrenghasilkan penerimaan Lraerah dapat
diberikan insentif.

{2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus trarang dalam
melaksanakan tugas rutinn-ya dapat diberikan tunjangan yang
besarannya disesuaikzur clengan kemampuan keuangan
Daerah.

{3} Ketentuan tebih lanjut mengenai pernberian inserrtif danfatau
tunjangan kepada pejabnt atau pegawai yang nrelaksanakan
pcngelolaan Barang Milik tlaerah sebagaimana dinral(sud pada
a-yat i1) dan ayat {2} diatur clengan Peraturan Buptti.
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BAE} XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tartggal 28 November 2023
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ttd
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